
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

a. bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 
Kabupaten Tegal sudah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2014; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat 
beberapa ketentuan yang harus dirubah sehingga 
diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan lebih 
efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat Kabupaten Tegal; 

BUPATI TEGAL, 
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Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL. 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR ~~ TAHUN 2016 

PROVINS! JAWA TENGAH 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, clan 
Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah ; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 857 /Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan 
di Puskesmas ; 

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Operasional 
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah Berita Daerah Jawa Tengah 
Tahun 2014 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten 
Tega! Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 4}; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah KabupatenTegal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 1 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal Nomor 21 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi 
Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola 
Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 ); 



1. Daerah adalah KabupatenTegal. 
2. Bupati adalah BupatiTegal. 
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan KabupatenTegal. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenTegal. 
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, 

adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang 
dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK 
BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek 
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada urnumnya. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 30 dan 
angka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
Pu.sat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tega! (Berita Daerah Kabupaten 
Tega! Tahun 2014 Nomor 74) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 74 TAHUN 2014 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
KABUPATEN TEGAL. 

MEMUTUSKAN : 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 
2011 ten tang Penyelenggaraan Kesehatan Dasar 
dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 48); 

21. Peraturan Bupati Tega! Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 
Daerah Puskesmas Kabupaten Tega! (Berita Daerah 
KabupatenTegalTahun 2013 Nomor 40 ); 

22. Peraturan Bupati Tega! Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 
Kabupaten Tega! (Berita Daerah Kabupaten Tega! 
Tahun 2014 Nomor 7 4) ; 



7. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan 
kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang 
atau kuasa pengguna anggaran/barang. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang 
merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan 
pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat 
yang menerapkan PPK-BLUD. 

9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang 
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada 
BLUD yang bersangkutan. 

1 O. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan BLUD Puskesmas 
KabupatenTegal. 

11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam 
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang 
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh BLUD. 

13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas 
dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk 
keperluan operasionsl BLUD. 

14. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah 
spesifik:asi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang 
diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat. 

15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada 
tingkat kesempumaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak 
dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan 
tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata 
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi 
yang telah ditetapkan. 

16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh 
suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa 
pelayanan atau barang kepada pelanggan. 

17. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan 
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke 
waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang 
digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap 
besaran target atan standard yang telah ditetapkan sebelumnya. 

18. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas. 

19. Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut 
Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang 
dapat diangkat oleh Menteri/Pi.mpinan Lembaga untuk 
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 



{ 1) Puskesmas menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 
renstra bisnis disertai prakiraan RBA tahun berik:utnya. 

Pasal 10 

2. Ketentuan ayat (4) huruf g Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut: 

20. Remunerasi adalah sistem pengupahan atau imbalan kerja yang 
dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus 
atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. 

21. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan 
oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD. 

22. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap 
bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. 

23. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang 
diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang 
diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat 
kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur 
pertimbangan rasional lainnya. 

24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi 
medis atau pelayanan lainnya. 

25. Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran 
yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang 
dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah 
atau berkurang setidaknya proporsional. 

26. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi 
belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA 
BLUD. 

27. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 
lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas d.iterima atau dikeluarkan. 

28. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dikeluarkan. 

29. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut 
RBA, adalah dok:umen perencanaan bisnis dan penganggaran 
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu 
BLUD. 

30. Surplus adalah selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi 
biaya BLUD pada satu tahun anggaran 

31. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan 
puskesmas dengan belanja puskesmas 



a. Jasa pelayanan pemeriksaan rawat jalan/pelayanan Instalasi 
Gawat Darurat, jasa pelayanan rawat inap dan jasa pelayanan 
tindakan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per 
seratus) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1). 

b. Jasa pelayanan persalinan ditetapkan sekurang-kurangnya 75% 
(tujuh puluh lima per seratus) dari pendapatan jasa layanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). 

c. Be saran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

d. Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) ditentukan berdasarkan poin atau skore dengan 
mempertimbangkan variabel: 
a. manajerial/jabatan; 
b. profesi/ jenis ketenagaan; 
c. pendidikan; 
d. masa kerja; 
e. golongan/pangkat; 
[ 'kehadiran dan kepenuhan jam kerja;dan 
g. penghargaan 

Pasal 32 
Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) 
butir c terdiri dari : 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 
-berikut: 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, 
kegiatan,anggaran penerimaan /pendapatan, anggaran pengeluaran/ 
belanja, estimasi saldo awal kas. 

-(3) Penyusunan RBA disusun berdasarkan: 
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 

layanan; 
b. kebutuhan clan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 

diterima; dan 
c. basis akrual. 

(4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari: 
a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari 

masyarakat atau badan lain; 
c. basil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/ atau basil usaha 

lainnya; 
d. penerimaan lainnya yang sah; 
e. penerimaananggaran yang bersumber dari APBD; 
f. penerimaan anggaran yang bersumber dari dan APBN ; dan 
g. penerimaan anggaran yang bersumber dari surplus tahun 

anggaran sebelumnya. 



HARON BAGAS PRAKOSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 31' 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL ' 

... • 

Ditetapkan di Slawi 
pada rggal 7 ;J"vl\l 

/'8UPATI TE ~...:~ 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 7 run, ~01G 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupateni'egal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

e. Penetapan poin atau skore sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 


